Disdukcapil Tambah 5 Set Alat Perekam untuk Kecamatan

Sumber gambar :Tribunkaltim.co Minggu,05/01/2025

TANJUNG REDEB, TRIBUN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Berau kembali mengalokasikan anggaran untuk pengadaan lima set peralatan
perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Murni 2025.

Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji menjelaskan, bahwa pengadaan alat-alat ini
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat
kecamatan, yang selama ini masih bergantung pada peralatan hibah yang sudah ada
sejak 2012 lalu.

"Sejak 2023 lalu kami sudah mulai melakukan peremajaan komputer dan sebagainya,
secara bertahap kami lanjutkan melalui anggaran 2025," ungkapnya kepada
Tribunkaltim.co, Jumat (3/1).

Kelima set peralatan tersebut akan dipasang di Kecamatan Kelay, Batu Putih, dan Pulau
Derawan. Sisanya akan diberikan untuk mobil pelayanan yang tidak boleh dipindah-
pindah khusus untuk Tim Reaksi Cepat (TRC).

"Batu Putih, yang sebelumnya belum memiliki alat perekaman, akan mendapatkan alat
baru. Selama ini masih menggunakan milik Talisayan yang lama, karena Talisayan
sudah mendapatkan alat yang baru," jelasnya.

Dengan adanya peralatan baru ini, Disdukcapil Berau berharap dapat mempercepat
pelayanan perekaman data kependudukan dan penerbitan dokumen seperti Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) di kecamatan.

"Peremajaan alat kita lakukan bertahap. Berdasarkan hasil audit kami ada sekitar 45
perangkat komputer yang harus diperbaharui. Kalau dinominalkan anggaran kami habis

hanya untuk membeli itu," terangnya. Diakui, meskipun peralatan lama masih berfungsi
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dengan baik, David menekankan bahwa proses perekaman data menjadi sangat lambat
dengan perangkat yang usang. Oleh karena itu, peremajaan ini penting untuk
meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan.

"Yang lama kita tarik dan disimpan di kantor untuk cadangan. Karena idealnya setiap
kecamatan punya 2 alat, cadangan dan yang dipasang. Agar pelayanan di kecamatan
tidak terganggu," ucapnya. "Minimal jumlah cadangan setengah dari total kebutuhan.
Tapi kita memang belum sampai ke sana," sambungnya.

Sementara itu, pada Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) 2025, pihaknya juga telah
mengadakan pengadaan alat rekam dan alat cetak berserta perangkat komputernya untuk
4 kecamatan dan 2 untuk di kantor Disdukcapil. Empat kecamatan tersebut, yakni
Segah, Talisayan, Tabalar, dan Bidukbiduk. "Alatnya masih di kantor untuk diinstall
program. Targetnya sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sudah
dipasang di 4 kecamatan itu," sebutnya.

Sedangkan, dua set alat yang masih ada di kantor Disdukcapil akan dibagikan ke
kecamatan-kecamatan yang membutuhkan, dengan menarik peralatan lama yang ada.
David berharap, dengan peremajaan peralatan ini, ke depannya setiap kecamatan bisa
mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Disdukcapil hanya akan bertugas
untuk memeriksa peralatan, mengecek sistem yang digunakan, serta memberikan blanko
kepada kecamatan. "Tujuannya jelas untuk mempermudah masyarakat dalam
mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus ke Kantor Disdukcapil," ujar David.
Dirinya menambahkan, setiap set peralatan perekaman dan pencetakan diperkirakan
memerlukan anggaran sekitar Rp200 juta. Pengadaan ini juga akan mendukung
implementasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD) di setiap kampung, sebagai
bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target nasional sebesar 30 persen dalam
meningkatkan perekaman data kependudukan. "Kami berharap, dengan adanya
peralatan yang memadai, pelayanan administrasi kependudukan di Berau dapat berjalan

lebih efisien dan merata di seluruh kecamatan," tandasnya. (rap)
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Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak,
dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas
Kependudukan Digital (Permendagri 72/2022) bahwa Kartu Tanda Penduduk
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Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang
dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti
diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan
sipil.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 72/2022 diatur sebagai berikut:
(1) Menteri melalui Dirjen menetapkan standar dan spesifikasi perangkat keras,
perangkat lunak, dan blangko KTP-el.
(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cip;

b. blangko KTP-¢l;

c. perangkat pemindai iris (iris scanner),

d. perangkat pemindai sidik jari (fingerprint scanner);

e. perangkat perekam tanda tangan (signature pad);

f. perangkat kamera;

g. perangkat pencetak KTP-el (printer); dan

h. perangkat anjungan Dukcapil mandiri yang terintegrasi dengan SIAK.
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